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ABSTRAK

Sabtuno, 201510115129, Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 531 K/TUN/2016)

Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah
Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan
terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha
Negara adalah sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha
Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata
usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan tata usaha negara

Dalam penelitian ini untuk menarik kesimpulan terhadap permasalahan yaitu
menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis
normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan terhadap data primer, sekunder
dan tersier.

Kesimpulan Penelitian ini, pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 531
K/TUN/2016 tidak sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 5 tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Legalitas pembatalan putusan
berdasarkan pada pasal 2 huruf A Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, karena pengadilan memeriksa dan mengadili perkara
sengketa kepemilikan tanah yang bukan kewenangan absolut peradilan tata usaha
negara.

Kata Kunci : Tata Usaha Negara, Peradilan, Absolut

Vi
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ABSTRACT

Sabtuno, 201510115129, Juridical Review of the Authority of State Administrative
Courts in Land Cases Based on Law Number 5 of 1986 concerning State
Administrative Courts (Case Study of Supreme Court Decision Number: 531 K /
TUN / 2016)

The State Administrative Court is a judicial environment under the Supreme Court
that exercises judicial authority for justice seekers against State Administrative
disputes. The absolute competency of the State Administrative Court is a state
administrative dispute that arises in the field of State Administration between a
person or a Civil Legal Entity with a State administrative agency, both at the central
and regional levels, as a result of the issuance of state administrative decisions

In this study to draw conclusions about the problem of using juridical-normative
research methods. The normative juridical research method is a library research
on primary, secondary and tertiary data.

Conclusion This study, on the Decision of the Supreme Court Number 531 K/ TUN
/ 2016 is not in accordance with the provisions of Law Number 5 of 1986
concerning the State Administrative Court. The legality of cancellation of the
decision is based on article 2 letter A of Law Number 5 of 1986 concerning the
State Administrative Court, because the court checks and adjudicates cases of land
ownership disputes which are not the absolute authority of the state administrative
court

Keywords: State Administration, Justice, Absolute.

vii

Kewenangan Absolut.., Sabtuno, Fakultas Hukum, 2019



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena
atas kuasa dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
“Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus
Putusan Mahkamah Agung Nomor : 531 K/TUN/2016)”.

Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh
ujian Sarjana Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari
sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna,
mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu
penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yang bersifat membangun
untuk penyempurnaan skripsi ini, penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat
bermanfaat yang dapat digunakan oleh penulis maupun pembaca.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan,
bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini
penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang
setinggi-tingginya kepada :

1. Terimakasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kelancaran

untuk menyelesaikan karya tulis dalam skripsi saya;
2. Dr. Drs. H. Bambang Karsono,SH.,, MM. Selaku Rektor Universitas
Bhayangkara Jakarta Raya;

3. Dr. Slamet Pribadi, SH.,MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas
Bhayangkara Jakarta Raya

viii

Kewenangan Absolut.., Sabtuno, Fakultas Hukum, 2019



4. Junla Karsa Simamora, SH.,MM, selaku dosen pembimbing materi yang
telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama
memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis,
sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Rahmat Ferdian Andi Rosidi, SHI., MH, selaku dosen pembimbing dua
yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya pemikiran
dan motivasi bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis
dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
dan seluruh staf akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu
yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.

7. Terimakasih Kepada kedua orang tua penulis atas doanya agar penulis
diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

8. Buat Lidia Surbakti yang sudah memberikan dukungan moril dan materil,
yang membuat saya lebih bersemangat dalam menyelesaikan tugas akhir
ini

9. Kawan-kawan seangkatan Bembi Alansah Firdaus, M Naufal, Ega
Agustina, Fitri Andriyani, Della Dwi, Febri Nur, dan terutama kelas Al
Hukum Pagi angkatan 2015 yang selalu mengisi dan menghiasi hari-hari

ini menjadi lebih menyenangkan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini kurang sempurna
mengingat keterbatasan Penulis, walaupun demikian Penulis berharap semoga
skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik

teori maupun penerapannya.

Bekasi, 30 Juli 2019
Penulis

abtuno
201510115129

Kewenangan Absolut.., Sabtuno, Fakultas Hukum, 2019



DAFTAR ISI

COVER DALAM.....cot ettt ettt snenne s [
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.......cccootiieiiieiese e i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI......cccoivtiuiiiiiininineinininecannne iii
LEMBAR PERNYATAAN. ...ttt iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....cccccitiiiiiiiiiiniiincinnnens A4
ABSTRAK ..ottt reans vi
ABSTRACT ..ottt e be e a et reareenaanes vii
KATA PENGANTAR. ..ottt sa sttt ena e viii
DAFTAR ISttt X
MOTTON. e iiiiiieiiiiiitiiiinttiiieeriitessttssesstsssssssssssssssssssssssssssssnsses xiil
DAFTAR SINGKATAN. ..ottt sttt nesneaneaneens Xiv
DAFTAR LAMPIRAN. .c..cttiiiiitiiiiitiiiittctisnticieastcssnsssosnsscnnes XV
BAB | PENDAHULUAN. .....cccoiiiiiiiieieie st sne e 1
1.1.Latar Belakang Masalah..............coooiiiiiiiiiiiiiiiiee 1
1.2.1dentifikasi dan Rumuasan Masalah....................ocooiiiiiin, 4
1.2.1. Identifikasi Masalah...................oooiii 4
1.2.2. Rumusan Masalah..........ccccoreioiiiiiiieicesesee e 4
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian................ccocoiiiiiiiiiii i, 5
1.3.1. Tujuan Penelitian. ..........cooieeiiii e 5
1.3.2. Manfaat Penelitian................coooiiiiiiiiiii e 5
1.4 Kerangka, Teoritis, Konsepsional, Pemikiran...........ccccoccveeeveniieen e, 6
1.4.1. Kerangka TeOIITIS. .....ccueiviiiriiiiieiieieiese e 6
1.4.1.1. Teori Kepastian HUKUM .........c.ccovviiiieiieieecc e 6
1.4.1.2. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.................... 6
1.4.1.3. Tinjauan Umum Tentang Kepemilikan Hak
ALES TaNAN......coiiiccecce e 7
1.4.2. Kerangka Konseptual ...........ccccevvveiiiiie i 8
1.4.3. Kerangka Pemikiran ..........ccccocooiieninininiiiee e 10
1.5.Metode Penelitian.............ooooiiiiiiii 10
1.5.1. Lokasi Penelitian Penelitian..............ccccoeeiiiiiiinniinnn, 11

Kewenangan Absolut.., Sabtuno, Fakultas Hukum, 2019



1.5.2. Metode Pendekatan.............oovveeeiiiiee e ieeeieeeeeeeeeeeeees 12

1.5.3. Bahan HUKUM ... ..o 12
1.5.4. Teknik Pengumplan Bahan HUKUM .........ccccooiiiiininie 13
RS TN L= AT B | v TR 13
1.6.Sistematika Penulisan.............coooiiiiiiii 13

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
2.1.Teori Negara HUKUM.........ccooivveviiiie e eeeeeeeeeen 1D

2.2. Teori Kepastian Hukum................oooiiiiiiii e, 19
2.3. Peradilan Tata Usaha Negara..........ccoovvvviine e eeviesiennns 22
2.3.1. Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara.............cc.cccovevennnne. 22
2.3.2. Kopetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara.................. 24
2.3.3. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.............c...c....... 25
2.3.4. Sengketa Tata Usaha Negra...........ccocvviieenenenc s 29
2.4. Tinjauan Umum Tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah....................... 31
BAB 11l HASIL PENELITIAN
3.1. Isi Putusan Perkara Nomor: 531 K/TUN/2016.........ccommeenmmeeseesenne 36
3.1.1. Dasar Gugatan PENQQUQAL.......ccccmueerermessmssmssesssessssesssssssssssssssessesns 36
3.1.2. PRIHUMLL. .o A e NNt P TR e el ... 41
3.1.3. EKSEPSI TErgUOAL........ccveiviiiiiiiiiiecie et 41
3.1.4 Eksepsi Tergugat 1l INtErVENSI.........cccooeiiiiiniieiiieie e 45
3.1.5. Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pada Tingkat Pertama dan Banding............cccoccovvveiiieieeieiie s 46
3.1.6. Alasan-alasan KaSaSi.........ccccuuuuierieieieieiesiesiseaeeseesee e sresnens 47

3.2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Perkara

NOMOr: 531 K/TUN/20L6.......cooiviiiiieiesiesiieieeee e 54
3.3. Amar Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara

NOmMOr: 531 K/TUN/2016........ccccveiaieieieieiesie et 55

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN
4.1. legalitas Pembatalan putusan Peradilan Tata Usaha Negara

terhadap sengketa hak kepemilikan atas tanah berdasarkan

kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara.............cc.ccoovvvenennn, 57
4.2. Pembahasan Putusan Mahkamah Agung

Nomor 531 K/TUN/2016 telah sesuai dengan ketentuan

Kewenangan Absolut.., Sabtuno, Fakultas Hukum, 2019

Xi



pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara.........cccocveuvierneniesie e 76
BAB V PENUTUP
5.1.KeSIMPUIaN. ... .ccccoovi e e e 19
D.2.SANAN. .. et e 80

DAFTAR PUSTAKA

Xii

Kewenangan Absolut.., Sabtuno, Fakultas Hukum, 2019



MOTTO

Jadilah garam dan terang dunia yang memberikan rasa dimanapun tempat Kita
menginjakkan kaki, dan terang menjadikan diri kita bermanfaat untuk orang lain.
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